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Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami isteri perlu saling
membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan
mencapal kesejahteraan spirituil dan materiil. (Penjelasan Umum,; angka 4 huruf a. UU No. 1 Tahun 1974).
K esgahteraan materiil yang sering juga disebut dengan "ekonomi keluarga' merupakan hal yang kongkrit
karena terkait dengan kebendaan, sedangkan hukum tentang kebendaan itu berhubungan langsung dengan
hukum kepemilikan.

Pokok permasalahannya, bagaimana UU No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam masing-masing
mengatur permasal ahan hukum harta kekayaan perkawinan serta dalam hal apa sgjakah perbedaan diantara
keduanya.

Penelitian dilakukan dengan metode penelitian kualitatif normatif dengan cara menganalisis peraturan
perundan-gundangan dan buku-buku didukung oleh data primer, sekunder serta bahan hukum tertier dengan
didukung oleh penelitian lapangan melalui observasi dan wawancara. Hasilnya ditemukan bahwa Pasal 35
UU Perkawinan mengatur bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama
sedangkan harta bawaan, hadiah atau warisan berada di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para
pihak tidak menentukan lain, meskipun perjanjian perkawinan tetap dimungkinkan.

Pengaturan tentang itu diatur lebih lengkap dan jelas dalam Buku | tentang Hukum Perkawinan; Kompilasi
Hukum Islam pada pasal-pasal 85 sampai dengan 97. Pasal 87 ayat (1) sangat jelas menunjukkan sebagai
upayalebih memperjelasisi pasal 35 ayat (2) UU Perkawinan, dengan cara melengkapi kata "tidak
menentukan lain" menjadi"tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan".

Perbedaan lain yang cukup- mendasar adalah dalam hal pembagian harta bersama bagi suami isteri yang
bercerai atau salah satunya meninggal dunia. Jika dalam UU Perkawinan disebutkan bahwa harta bersama
diserahkan kepada hukum masing-masing (Pasal 37) sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam dinyatakan
dengan tegas bahwa harta bersama dibagi sama besar (Pasal 96 dan 97) serta ketentuan-ketentuan lainnya
yang sangat mungkin terjadi pada kasus-kasus harta perkawinan.
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